KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Stenly Imanuel Tangkere
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama

ati
NIP. 19 71997032004 NIP. 197504132005011010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA

TARGET

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas

1 Rekomendasi

Perumahan Perkotaan

1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Kebijakan
* |dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan -
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan
2. 2 Laporan
Perkotaan
2. |Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan L. ciamialy }.{cbljakan Penyelenggaraan Penylapan Lahan, Pe an dan ! RCkn.r.nendas‘
Penghunian Perumahan Perkotaan Kebijakan
3 Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 1 Rekomendasi
" |Perkotaan " |Perkotaan Kebijakan
4. |Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan 1 Rekomendasi

Kebijakan

- |Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas

1 Rekomendasi

2 |Perumahan di Wilayah Perkotaan Perumahan Perkotaan Kebijakan
Program Dukungan Manajemen
1. |[Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan 1 Layanan
: D ) . iat Di
. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 2, [Jumiah Layanan Umum 2 f.ayanan
Perkotaan
3. |Jumlah Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Rp 381.100.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Rp 37.459.000,00
Rp 418.559.000,00

Jakarta, 27 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL

PERUMAHAN PERKOTAAN PAPUA II
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KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN FERUMAHAN DAN KAWASAN




